NOMOR 5

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2008

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tanah Datar.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

| Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

| sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan

| dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4660);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/
Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

M enetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAS

DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.

o O

B2 © 0~
RO T

13.
14.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik I ndonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar;

Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas bupati yang berbentuk Badan, Kantor, dan
Rumah Sakit;

Kepala badan adalah kepala badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

Inspektorat kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Datar;

Inspektur kabupaten adalah kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Datar;

Kepala kantor adalah kepala kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Tanah Datar;

Direktur Rumah Sakit adalah Kepala RSUD Kabupaten Tanah Datar;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan;
Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

Inspektorat;
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;

Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;

Badan Lingkungan Hidup;

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;

Badan Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencang;
Badan Pelaksana Penyuluhan;

Rumah Sakit Umum Daerah;

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGASPOKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISAS

Bagian Pertama
I nspektorat

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3
Inspektorat merupakan unsur pengawas sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Inspektorat dipimpin oleh inspektur;

Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah;

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungs

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan
fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan

d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisas

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian perencanaan;

2. Subbagian evaluasi;

3. Subbagian administrasi dan umum.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
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Inspektur Pembantu Wilayah I1;
Inspektur Pembantu Wilayah I11;
Inspektur Pembantu Wilayah 1V;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

~ 0o

Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran | dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman M odal

Paragraf 1
K edudukan

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur teknis di bidang
perencanaan dan penanaman modal sebagai penyel enggaraan pemerintahan daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dipimpin oleh kepala badan;

Kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris
daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungs

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan
penanaman modal;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan penanaman modal, sosial
budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan;

b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan
penanaman modal, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan kerjasama pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang teknis perencanaan pembangunan daerah dan
penanaman modal; dan

d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisas

Pasal 8

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
a. KepalaBadan

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian umum dan kepegawaian;
2. Subbagian keuangan;
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